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ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the implementation of medical consent within therapeutic
agreements and to analyze the legal consequences that arise when one of the parties fails to fulfill
their obligations under the agreement. The practice of medical services in hospitals is an essential part
of fulfilling the constitutional right of the public to proper healthcare services. In practice, medical
procedures carried out by healthcare professionals must be based on the patient's consent, commonly
referred to as medical consent, which serves as a legal protection for patients' rights and as an ethical
and legal obligation for medical personnel. However, the implementation of this consent in the context
of therapeutic agreements is often suboptimal, as observed at Avicenna Hospital in Bireuen. This
juridical-empirical research uses a descriptive qualitative approach, examining data from interviews
with doctors and patients, as well as reviewing documents and relevant laws and regulations. The
findings of this study conclude that, procedurally, the hospital has provided written consent forms for
high-risk medical procedures. However, in practice, the implementation is often formalistic, with
minimal communication and a low level of patient understanding regarding the content of the
consent. Negligence in carrying out the consent procedure may lead to legal consequences, including
civil lawsuits based on breach of contract or unlawful acts, administrative sanctions, and potential
violations of medical professional ethics. Furthermore, weaknesses in the documentation system may
undermine the legal position of both the hospital and medical personnel in the event of a dispute.
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan persetujuan tindakan medis dalam perjanjian
terapeutik serta menganalisis akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak tidak memenuhi
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kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Praktik pelayanan medis di rumah sakit merupakan
bagian penting dari pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas pelayanan kesehatan yang
layak. Dalam praktiknya, pelaksanaan tindakan medis oleh tenaga kesehatan harus didasarkan
pada persetujuan pasien, yang dikenal dengan istilah persetujuan tindakan medis, sebagai bentuk
perlindungan hokum terhadap hak pasien dan kewajiban etik serta yuridis bagi tenaga medis.
Namun, pelaksanaa persetujuan tersebut dalam konteks perjanjian terapeutik sering kali belum
dilakukan secara optimal, sebagaimana terjadi di Rumah Sakit Avicenna Bireuen. Yuridis empiris
dengan pendekatan kualitatif deskriptif, mengkaji data dari wawancara dokter dan pasien, serta
telaah dokumen, dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa secara procedural rumah sakit telah menyediakan formulir persetujuan
tertulis untuk tindakan medis beresiko tinggi, namun dalam praktiknya masih ditemukan
pelaksanaan yang bersifat formalitas, minim komunikasi, dan rendahnya pemahaman pasien
terhadap isi persetujuan. Kelalaian dalam pelaksanaan prosedur persetujuan dapat menimbulkan
konsekuensi hokum berupa gugatan perdata atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan
hukum, sanksi administratif, serta potensi pelanggaran etik profesi medis. Selain itu, kelemahan
system dokumentasi dapat memperlemah posisi hukum rumah sakit dan tenaga medis jika terjadi
sengketa.

Kata Kunci: Persetujuan Tindakan Medis, Persetujuan Terapeutik, Rumah Sakit,
Hukum Kesehatan

1. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara

eksplisit dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup

sejahtera lahir dan batin, memperoleh lingkungan hidup yang baik, serta

memperoleh layanan kesehatan yang layak.1 Salah satu bentuk pelaksanaannya

tercermin dalam layanan medis yang disediakan di rumah sakit. Namun,

pelayanan medis tidak semata bergantung pada kompetensi teknis tenaga

kesehatan, melainkan juga harus dilandasi oleh prinsip hukum, etika, dan

profesionalisme yang tinggi.2

Dalam praktik medis, salah satu instrumen penting yang memiliki dimensi

yuridis dan etik adalah persetujuan tindakan medis (informed consent), yakni

bentuk persetujuan pasien yang diberikan secara sadar dan sukarela setelah

mendapatkan penjelasan menyeluruh dari tenaga medis terkait diagnosis,

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat
(1).

2 Ta’adi, Hukum Kesehatan: Sanksi dan Motivasi bagi Perawat, Edisi ke-2 (Jakarta:
EGC Medical Publisher, 2019), hlm. 25.
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prosedur, risiko, manfaat, dan alternatif tindakan lain.3 Informed consent ini tidak

hanya menjadi bagian dari perlindungan hak pasien, tetapi juga merupakan

kewajiban hukum dan etik bagi tenaga kesehatan.4 Dalam hubungan hukum

antara pasien dan dokter, informed consent menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari perjanjian terapeutik, yang jika dilanggar atau tidak

dilaksanakan secara memadai, dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang

signifikan.5

Meskipun ketentuan tentang informed consent telah diatur secara normatif

dalam peraturan perundang-undangan, kenyataan di lapangan menunjukkan

bahwa implementasinya masih kerap bersifat formalistik. Tidak sedikit pasien

yang menandatangani formulir tanpa memahami sepenuhnya tindakan medis

yang akan dilakukan. Kondisi serupa juga terjadi di Rumah Sakit Avicenna

Bireuen, di mana sistem komunikasi antara dokter dan pasien belum berjalan

efektif serta dokumentasi persetujuan tindakan medis belum sepenuhnya

terdigitalisasi.6

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas aspek hukum informed

consent, namun sebagian besar masih menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahdi Surya Aprilyansyah berfokus pada tanggung

jawab hukum dokter berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Praktik Kedokteran, dengan pendekatan hukum normatif yang bersifat teoritis.

Sebaliknya, penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan persetujuan

tindakan medis dalam perjanjian terapeutik berdasarkan Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan pendekatan yuridis empiris dan

mengambil lokasi studi di RS Avicenna Bireuen. Hal ini memberikan nilai

3 Diana Devlin Lontoh, “Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik dalam Persetujuan
Tindakan Medis,” Tesis, Universitas Diponegoro, 2008.

4 Cut Sidrah Nadira dan Cut Khairunnisa, “Kedudukan Informed Consent Dalam
Pelayanan Kesehatan di Indonesia,” CENDEKIA 1, no. 1 (2023): 28–38,
https://doi.org/10.5281/zenodo.8116190.

5 Muhammad Syahri Ramadhan dan Yunial Laili Mutiari, “Implementasi Asas
Hukum Perjanjian Terapeutik dan Informed Consent,” Istinbath: Jurnal Hukum 18, no. 1
(2020): 32–49.

6 Data Primer, Wawancara dengan dr. Fithria Alaina Djafar, Sp.PD, RS Avicenna
Bireuen, 10 Mei 2025.
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kebaruan dari sisi regulasi dan praktik hukum kesehatan yang lebih aktual dan

kontekstual.7

Penelitian Rizki Tri Anugrah Bhakti dan Tri Artanto juga menelaah

perlindungan hukum dalam pelayanan informed consent, namun lebih

menitikberatkan pada tanggung jawab umum profesi dokter tanpa mengkaji

hubungan kontraktual antara pasien dan rumah sakit secara spesifik dalam

konteks regulasi terbaru. Sementara itu, penelitian ini berupaya mengisi

kekosongan tersebut dengan menganalisis langsung bagaimana pelaksanaan

informed consent berimplikasi pada tanggung jawab hukum dalam hubungan

kontraktual di bawah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Halizah Putri, Sofyan

Jafar, dan Muksalmina, yang menyoroti perlindungan konsumen dalam praktik

perawatan kecantikan. Penelitian tersebut menekankan pentingnya informed

consent sebagai bentuk perlindungan hukum, namun belum menggambarkan

aspek hubungan kontraktual dalam ranah medis rumah sakit maupun akibat

hukum wanprestasi dalam perjanjian terapeutik. Untuk memperjelas

perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, dapat disajikan

dalam tabel berikut:

No Penulis dan
Tahun

Judul
Penelitian
Terdahulu

Fokus
dan

Temuan
Utama

Keterbata-
san / Gap

dalam
Penelitian
Terdahulu

Rencana
Penelitian

Baru

Kebaruan
(Novelty)

yang
Ditawarkan

1. Nur Halizah
Putri, Sofyan
Jafar,
Muksalmina
(2024)8

Perlindungan
Hukum
terhadap
Konsumen
dalam
Praktik
Perawatan
Kecantikan

Menunjuk
kan
adanya
pemberian
informed
consent
dan
kompensa

Tidak
mengkaji
perjanjian
terapeutik
secara
spesifik di
rumah sakit
dan belum

Kedudukan
Hukum
Persetujuan
Tindakan
Medis dalam
Perjanjian
Terapeutik
Berdasarkan

Penelitian ini
menganalisis
praktik
persetujuan
medis dalam
perjanjian
terapeutik di
RS dengan

7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17.

8 Nur Halizah Putri, Sofyan Jafar, dan Muksalmina, “Perlindungan Hukum terhadap
Konsumen dalam Praktik Perawatan Kecantikan,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas
Hukum 7, no. 3 (2024): 1–14.
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No Penulis dan
Tahun

Judul
Penelitian
Terdahulu

Fokus
dan

Temuan
Utama

Keterbata-
san / Gap

dalam
Penelitian
Terdahulu

Rencana
Penelitian

Baru

Kebaruan
(Novelty)

yang
Ditawarkan

(Studi di
Sams
Aesthetic
Beauty
Medan)

si oleh
klinik

menggunaka
n pendekatan
UU No. 17
Tahun 2023.

Undang-
Undang Nomor
17 Tahun 2023
Tentang
Kesehatan
(Studi pada
Rumah Sakit
Avicenna
Bireuen)

dasar hukum
terbaru
secara
langsung.

2. Rizki Tri
Anugrah
Bhakti & Tri
Artanto
(2022)9

Perlindungan
Hukum
Dalam
Pelayanan
Informed
Consent Pada
Profesi
Dokter.

Fokus
pada
aspek
perlindun
gan
hukum
terhadap
profesi
dokter.

Tidak
mengkaji
aspek
kontraktual
dan praktik
lapangan
secara
langsung.

Kedudukan
Hukum
Persetujuan
Tindakan
Medis dalam
Perjanjian
Terapeutik
Berdasarkan
Undang-
Undang Nomor
17 Tahun 2023
Tentang
Kesehatan
(Studi pada
Rumah Sakit
Avicenna
Bireuen)

Pendekatan
yuridis
empiris
dengan fokus
pada
implementasi
dan tanggung
jawab dalam
praktik
pelayanan
medis rumah
sakit.

3. Mahdi Surya
Aprilyansyah
(2020)10

Kajian
Yuridis
Persetujuan
Tindakan
Medik
(Informed
Consent)
dalam
Perspektif
UU No. 29
Tahun 2004

Fokus
pada
tanggung
jawab
hukum
dokter
berdasark
an UU No.
29 Tahun
2004.

Pendekatan
normatif dan
belum
menelaah
praktik
aktual serta
perjanjian
terapeutik
dalam UU No.
17 Tahun
2023

Kedudukan
Hukum
Persetujuan
Tindakan
Medis dalam
Perjanjian
Terapeutik
Berdasarkan
Undang-
Undang Nomor
17 Tahun 2023
Tentang
Kesehatan
(Studi pada
Rumah Sakit
Avicenna

Mengkaji
pelaksanaan
persetujuan
tindakan
medis dalam
konteks
hubungan
kontraktual
berbasis UU
No. 17 Tahun
2023 secara
empiris.

9 Rizki Tri Anugrah Bhakti dan Tri Artanto, “Perlindungan Hukum Dalam
Pelayanan Informed Consent Pada Profesi Dokter,” PETITA 4, no. 2 (2022): 131–46,
https://doi.org/10.33373/pta.v4i2.4967.

10 Mahdi Surya Aprilyansyah, “Kajian Yuridis Persetujuan Tindakan Medik
(Informed Consent) dalam Perspektif UU No. 29 Tahun 2004,” Jurnal Ilmu Hukum Tambun
Bungai 5, no. 2 (2020): 755–74.
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Penelitian
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Penelitian

Baru

Kebaruan
(Novelty)

yang
Ditawarkan

Bireuen)
Berdasarkan permasalahan dan kesenjangan dari penelitian sebelumnya,

maka penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris

tentang pelaksanaan persetujuan tindakan medis dalam perjanjian terapeutik di

Rumah Sakit Avicenna Bireuen. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk

mengkaji akibat hukum yang timbul apabila terdapat kelalaian dalam pemenuhan

kewajiban oleh salah satu pihak, baik dari sisi rumah sakit maupun pasien.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi

akademik dan praktis dalam rangka memperkuat perlindungan hukum bagi

pasien serta meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanan medis di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang

bertujuan untuk memahami bagaimana norma hukum berlaku secara nyata di

tengah masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada analisis

terhadap teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengeksplorasi

pelaksanaannya dalam praktik, khususnya di lingkungan rumah sakit sebagai

penyedia layanan medis11. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Avicenna

Bireuen, dengan fokus pada pelaksanaan persetujuan tindakan medis (informed

consent) dalam perjanjian terapeutik antara tenaga medis dan pasien.

Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni

pendekatan yang berusaha menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat

mengenai pelaksanaan prosedur informed consent serta implikasi hukumnya

apabila terdapat pelanggaran terhadap kewajiban yang disepakati dalam

11 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Edisi ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 33.
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perjanjian terapeutik12. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh

pemahaman yang utuh mengenai praktik hukum kesehatan dari sudut pandang

normatif sekaligus empiris.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Data primer, yang diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth

interview) dengan informan kunci, seperti dokter, pasien, dan petugas

rumah sakit yang terlibat langsung dalam proses dokumentasi dan

pelaksanaan tindakan medis. Teknik wawancara dilakukan secara semi-

terstruktur, agar tetap terarah namun tetap terbuka terhadap informasi

yang berkembang dalam proses penggalian data lapangan.

2. Data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk telaah

terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen internal rumah sakit seperti

formulir persetujuan tindakan medis.13

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode

analisis yang bertujuan untuk mengolah dan menafsirkan data non-numerik

melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara

logis14. Proses ini dilakukan untuk menemukan pola-pola dan makna yang relevan

dengan permasalahan hukum yang diteliti. Hasil analisis kemudian dibandingkan

dengan teori hukum dan prinsip etika medis, guna merumuskan rekomendasi

yang sesuai untuk penguatan sistem persetujuan medis dalam praktik rumah

sakit.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

12 Iman Jalaludin Rifa’i, Ady Purwoto, dan Marina Ramadhani, Metodologi
Penelitian Hukum (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 75.

13 Ishaq, Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi
(Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 95–97.

14 Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan
Non-Doktrinal, Edisi Pertama (Makassar: Social Politic Genius, 2020), hlm. 84.
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A. Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis dalam Perjanjian Terapeutik

di Rumah Sakit Avicenna Bireuen

Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medis di RS Avicenna Bireuen: Antara

Formalitas dan Pemenuhan Hak Pasien. Pelaksanaan persetujuan tindakan medis

di Rumah Sakit Avicenna Bireuen telah memenuhi syarat prosedural, terutama

melalui penyediaan formulir tertulis untuk tindakan berisiko. Namun dalam

praktiknya, masih ditemukan pelaksanaan yang lebih berorientasi pada

pemenuhan administratif semata, bukan komunikasi substansial antara dokter

dan pasien.

Hasil wawancara menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penyampaian

informasi. Pasien Nurhayati dan Junaidi mengaku hanya mendapat penjelasan

singkat tanpa memahami maksud dan risiko tindakan. Sebaliknya, Mardiana

justru merasa dilibatkan secara aktif oleh dokter dan mendapat penjelasan

menyeluruh sebelum tindakan dilakukan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa

kualitas komunikasi masih tergantung pada masing-masing dokter, bukan pada

sistem yang terstandarisasi.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa informed consent belum sepenuhnya

dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum dan etika, melainkan hanya

sebagai kewajiban administratif. Padahal, tanpa penjelasan yang layak,

persetujuan pasien kehilangan makna hukumnya dan dapat memicu gugatan

hukum jika terjadi sengketa atau kerugian akibat tindakan medis15.

B. Analisis Yuridis terhadap Akibat Hukum Kelalaian Pemenuhan

Kewajiban dalam Perjanjian Terapeutik terkait Persetujuan Tindakan

Medis di Rumah Sakit Avicenna Bireuen

Dalam kerangka hukum kesehatan, persetujuan tindakan medis merupakan

bentuk pelaksanaan perjanjian terapeutik yang menuntut kepatuhan terhadap

prinsip kehati-hatian dan penghormatan atas hak pasien. Undang-Undang Nomor

15 Wawancara dengan Nurhayati, Junaidi, dan Mardiana, RS Avicenna Bireuen, 10–
12 Mei 2025.
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17 Tahun 2023 secara tegas mewajibkan bahwa setiap tindakan medis yang

invasif atau berisiko tinggi harus didahului dengan persetujuan tertulis yang

diberikan secara sadar dan sukarela setelah pasien menerima penjelasan yang

memadai. Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan dengan benar, maka kelalaian

tersebut dapat menimbulkan akibat hukum, baik secara perdata, pidana, maupun

administratif16.

Di Rumah Sakit Avicenna Bireuen, kendati prosedur administratif seperti

penyediaan formulir persetujuan telah diterapkan, sistem dokumentasi dan

komunikasi masih menghadapi sejumlah hambatan. Dokumen sering kali tidak

terdokumentasi secara digital dan rapi, sehingga menyulitkan pembuktian jika

terjadi sengketa. Dalam situasi ini, kegagalan rumah sakit dalam menyimpan bukti

persetujuan dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian hukum yang merugikan

posisi pembelaan di pengadilan17.

Kelalaian tersebut juga melanggar Pasal 173 Undang-Undang Kesehatan,

yang mengatur kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan

rekam medis, mengutamakan keselamatan pasien, dan memastikan akses

pelayanan yang akuntabel. Tidak terpenuhinya persetujuan yang sah dapat

dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), sebagaimana diatur

dalam Pasal 1365 KUHPerdata, jika menyebabkan kerugian pada pasien18.

Selain itu, pasien yang tidak menerima penjelasan atau merasa tidak

dilibatkan secara aktif berhak untuk menggugat berdasarkan wanprestasi dalam

perjanjian terapeutik. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar bahwa hubungan

antara pasien dan dokter merupakan perjanjian keperdataan yang mengikat

kedua belah pihak. Ketidaksahihan persetujuan tidak hanya berdampak hukum

16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 54, 55, dan
173.

17 Data Primer, Wawancara dengan dr. Fithria Alaina Djafar, Sp.PD, RS Avicenna
Bireuen, 10 Mei 2025.

18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1365.
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bagi dokter, tetapi juga bagi institusi rumah sakit yang lalai mengawasi prosedur

tersebut19.

Keterangan dari dr. Fithria Alaina Djafar, Sp.PD dan dr. Rachmi, Sp.OG

menguatkan temuan bahwa persetujuan tindakan medis yang diberikan tanpa

penjelasan memadai atau tidak terdokumentasi dengan baik berpotensi

menimbulkan gugatan hukum, baik secara etis, administratif, maupun perdata.

Oleh karena itu, rumah sakit perlu membangun sistem pengawasan internal yang

ketat, serta memperkuat digitalisasi dokumentasi untuk mencegah hilangnya

bukti hukum di masa depan20.

Dengan demikian, RS Avicenna Bireuen perlu melakukan pembenahan

serius, mulai dari pelatihan tenaga medis dalam komunikasi hukum, penguatan

sistem dokumentasi digital, hingga edukasi terhadap pasien mengenai hak

mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam

pelayanan kesehatan, serta sebagai upaya meminimalisasi risiko hukum dalam

praktik kedokteran modern.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan persetujuan tindakan medis di Rumah Sakit Avicenna Bireuen

secara normatif telah mengikuti ketentuan yang berlaku, khususnya melalui penyediaan

formulir persetujuan tertulis bagi tindakan medis yang bersifat invasif atau berisiko

tinggi. Namun demikian, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai

tantangan, terutama pada aspek komunikasi yang belum efektif dan pemahaman pasien

yang masih rendah terhadap isi persetujuan yang mereka tandatangani. Tidak sedikit

pasien yang memberikan tanda tangan hanya sebagai bentuk formalitas, tanpa

memperoleh penjelasan yang memadai dari tenaga medis.

Di sisi lain, sistem dokumentasi rumah sakit juga belum sepenuhnya

terdigitalisasi, sehingga menyulitkan pelacakan dan pembuktian apabila muncul

19 Ramadhan, Muhammad Syahri dan Yunial Laili Mutiari, “Implementasi Asas
Hukum Perjanjian Terapeutik dan Informed Consent,” Istinbath: Jurnal Hukum, vol. 18, no.
1 (2020): 32–49.

20 Wawancara dengan dr. Rachmi, Sp.OG, RS Avicenna Bireuen, 12 Mei 2025.
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persoalan hukum. Padahal, dokumentasi yang akurat dan dapat diakses merupakan

bagian penting dalam menjamin perlindungan hukum baik bagi pasien maupun tenaga

medis.

Ketika salah satu pihak, baik dokter maupun pihak rumah sakit, lalai dalam

memenuhi kewajibannya dalam perjanjian terapeutik terutama yang berkaitan dengan

pemberian persetujuan medis yang sah dan sadar maka dapat menimbulkan

konsekuensi hukum serius. Tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan valid

dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum, baik dalam bentuk wanprestasi,

perbuatan melawan hukum, maupun potensi malpraktik medis.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat sistem

pelaksanaan persetujuan tindakan medis, antara lain melalui peningkatan kualitas

komunikasi tenaga medis, edukasi kepada pasien tentang hak-haknya, serta

pengembangan sistem dokumentasi elektronik yang akuntabel. Upaya ini penting untuk

memastikan bahwa informed consent bukan sekadar prosedur administratif, melainkan

menjadi instrumen yang menjamin hak pasien dan sekaligus perlindungan hukum bagi

seluruh pihak dalam hubungan terapeutik.
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